
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2012

TENTANG

MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Menimbang : a. bahwa tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkanmasyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritualberdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;b. bahwa Menara Telekomunikasi merupakan salah satu infrastrukturpendukung vital dalam penyelenggaraan telekomunikasi yang memerlukanketersediaan lahan, bangunan dan ruang udara maka perlu dilakukanpenataan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadappembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi;c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a danhuruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang MenaraTelekomunikasi;Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi (LembaranNegara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 154, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 3881);3. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2002 tentang Pembentukan KabupatenPenajam Paaser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4182);4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah duakali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4752);
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

dan
BUPATI PENAJAM PASER UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG MENARA TELEKOMUNIKASI.
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BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.5. Lembaga Teknis atau Dinas adalah Lembaga Teknis atau Dinas di Lingkungan PemerintahDaerah Kabupaten Penajam Paser Utara.6. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiapinformasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistemkawat, optik, radio atau sistim elektromagnetik lainnya.7. Menara Telekomunikasi adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringantelekomunikasi yang desain dan bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringantelekomunikasi.8. Menara Telekomunikasi Bersama adalah menara telekomunikasi yang digunakan secarabersama oleh beberapa penyedia layanan telekomunikasi (operator) untuk menempatkan danmengoperasikan peralatan telekomunikasi berbasis radio (Base Transceiver Station)berdasarkan cellular planning yang diselaraskan dengan Rencana Induk MenaraTelekomunikasi Terpadu.9. Menara Telekomunikasi Tunggal adalah menara telekomunikasi yang bangunannya berbentuktunggal tanpa ada simpul-simpul rangka yang mengikat satu sama lainnya;10. Menara Telekomunikasi Rangka adalah menara telekomunikasi yang bangunannyamerupakan rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul untuk menyimpulkannya;11. Menara Telekomunikasi Kamuflase adalah menara telekomunikasi yang desain dan bentuknyadiselaraskan dengan lingkungan dimana menara tersebut berada.12. Transmisi Utama (Backbone) adalah jaringan telekomunikasi utama yang berfungsi sebagaijaringan penghubung;13. Badan usaha adalah orang perorangan atau badan hukum yang didirikan dengan hukumIndonesia, mempunyai tempat kedudukan di Indonesia, serta beroperasi di Indonesia.14. Jasa Telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhanbertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi.15. Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannyayang digunakan dalam rangka bertelekomunikasi.16. Perangkat Telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang terangkai atauterpisah dan dapat menimbulkan komunikasi.17. Alat telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalambertelekomunikasi.18. Operator adalah perusahaan-perusahaan operator telekomunikasi yang dalam menjalankankegiatannya memerlukan Tower Based Transceiver Station (BTS) yang selanjutnya menjadipenyewa/pengguna Menara Telekomunikasi Terpadu .



- 4 -19. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasisehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.20. Penyelenggara Tekomunikasi adalah perorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badanusaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, instansi keamanan negara yangtelah mendapatkan ijin untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi, jaringan telekomunikasidan telekomunikasi khusus.21. Penyedia Menara adalah perorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha miliknegara, badan usaha swasta yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakanmenara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.22. Kontraktor Menara adalah penyedia jasa orang perorangan atau badan usaha yang dinyatakanahli yang profesional di bidang jasa konstruksi pembangunan menara yang mampumenyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menara untukpihak lain.23. Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yangmenghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang berfungsi sebagai CentralTrunk, Mobile Switching Center (MSC) dan Base Station Controller (BSC).24. Menara Telekomunikasi Khusus adalah menara telekomunikasi yang berfungsi sebagaipenunjang jaringan telekomunikasi khusus.25. Izin Operasional Menara Telekomunikasi adalah izin yang memberi hak dan kewajiban kepadapemohon untuk menyediakan/membangun dan/atau mengoperasikan menaratelekomunikasi terpadu dalam wilayah Daerah.26. Izin Pengusahaan Menara Telekomunikasi adalah izin untuk penyediaan infrastruktur menaratelekomunikasi terpadu yang diberikan oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undanganyang berlaku.27. Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut IMB MenaraTelekomunikasi adalah Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi sesuai denganperaturan perundang-undangan yang berlaku.28. Zona adalah batasan area persebaran peletakan menara telekomunikasi berdasarkan potensiruang yang tersedia.29. Jalan arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi.30. Pemohon adalah pemohon izin sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.31. Pembangunan adalah kegiatan pembangunan Menara Telekomunikasi yang dilaksanakan olehpenyelenggara telekomunikasi dan/atau penyedia menara di atas tanah/lahan milikPemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara atau milik masyarakat secara peroranganmaupun lembaga sesuai dengan Rencana Induk Telekomunikasi yang meliputi perencanaan,pengurusan ijin, pembangunan fisik Menara Telekomunikasi Terpadu beserta fasilitaspendukungnya.32. Pengoperasian adalah seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan oleh penyelenggaratelekomunikasi selama jangka waktu perjanjian tetapi tidak terbatas pada kegiatanpenyewaan, perawatan, perbaikan dan asuransi.33. Rencana Induk Menara Telekomunikasi adalah kajian teknis terpadu tentang pembangunaninfrastruktur jaringan komunikasi yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.34. Tim Penataan dan Pengawasan Pembangunan Menara Telekomunikasi Kabupaten PenajamPaser Utara yang selanjutnya disebut TP3MT adalah Tim yang dibentuk dan ditetapkanmelalui Keputusan Bupati Penajam Paser Utara yang bertugas melaksanakan kegiatanpengawasan dan penataan pembangunan menara telekomunikasi dan memberikan masukankepada instansi teknis terkait mengenai hasil monitoring dan kajian lapangan terhadapmenara telekemunikasi di Kabupaten Penajam Paser Utara.
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BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2Menara Telekomunikasi dalam rangka pengaturannya dilaksanakan berdasarkan asas:a. Keselamatan;b. Keamanan;c. Kemanfaatan;d. Keberlanjutan;e. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;f. kebersamaan dan kemitraan.
Pasal 3Menara Telekomunikasi diselenggarakan dengan tujuan untuk:a. mewujudkan sistem penyelenggaraan telekomunikasi berwawasan lingkungan;b. mendukung tumbuhnya industri telekomunikasi;c. menjamin keselamatan, keamanan dan kenyamanan masyarakat;d. mewujudkan kepastian dan ketertiban hukum dalam penyelenggaraan menara.
BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4Ruang lingkup Peraturan Daerah Menara Telekomunikasi meliputi aspek:a. Pengaturan Pembangunan;b. Perizinan;c. Penggunaan dan pengelolaan; dand. Pengawasan dan pengendalian.
BAB IV

KETENTUAN PEMBANGUNAN MENARA

Bagian Kesatu

Rencana Induk Menara Telekomunikasi

Pasal 5(1) Pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi di seluruh wilayah daerah wajibmengacu kepada Rencana Induk Menara Telekomunikasi dan pelaksanaannya dilakukansecara bertahap.(2) Rencana Induk Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkandengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan dengan DPRD.


